BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPAT! INDRAMAYU
NOMOR Tt TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHBAN YANG MAHA ESA
BUPAT! INDRAMAYU,

Menimbang :e. bahwa wuntuak melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Ipstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, sehingpga perlu adanya regulasi yang
mengatur penyederhanaan  struktur organisasi
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indramayit;

b. bahwa  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a periu menetapkan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Permnbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undartg Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem keolahragaan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahlun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4535),

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 6573);



Undang-Undang Nomor 40 Tahun X109 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50697,

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

1Q.

El.

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk
Indoneata Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indenesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemerintahan Daerah (lLembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3587)
sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administragi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor 5601 acbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tiumbatmn Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Nomer 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3658);

. Peraturan  Pemernntah Nomor 50 Tahun 2011

tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan  Nasional Tabun  2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012
tentang Sertifikasi Kompetensi dan  Sertifikasi
Usaha di Bidang Pariwisata {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5311);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabhun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888] schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
teritang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Nepgara Republik
indonesia Nomor 6402);

Peraruran Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan,
Peraturan Presiden Nomor &+ Tahun 2014
tentang Koordinasi  Swategis  Lintas  Secktor
Penyelenggaraan  Kepariwisataan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
147] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pregiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor &4
Tahun 2014 tentang  Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepanwisataan,

Peraturan Menteri Pariwisata Nemor 11 Tahun
2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang Parnwisata;
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016
tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi  Usaha
Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubshan Atas Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
Peraturant Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pedoman Penvusunan Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomar 14 Tahun
2016 tentang Pedoman Destnasi Pariwisafa
Berkelan jutan;

Peraturan Menteri Femuda dan Olahraga Nomor 33

Tahun 2016  tovang  Pedoman  Nomenklatur

Perangkat Daergh dan Unit Kerja pada Dinas
Pemtda dan Olahraga;

Peraturan Daerah (Provinst Jawa Barat Nomor
8  Tahun 2008 tentang  Penvelenggaraan
Kepariwisataan [Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43}
Peraturan Daerah Kabupaten indramayu Nomor 12
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan lzin Usaha
Pariwisata dan Kebudayaan ([Lembaran Daerah
Kabupaten Ilndramayi Nomor 12 Tahun 2006}
Peraturan Daerah Kahupaten Indramayu Nomor 20
Tahun 2012 tentang RKepemudaan [Lembaran
Cacrah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor
200

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor i
Tahun 2022 lentang Penyclenggarann
Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2022 Nomor 1];



23, Peraturan Daerah Kabupaten Ihdramayu Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu
[Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah bebermpa kali
diubah  terakhir dengan Perasturan  Daerah
kabupaten Indramasyu Nomor B8 Tahun 2021
tentang Perubahan Xedua atas Permturan Daerah
Kabupaten Indramayu MNemor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran LUaerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPFATI TENTANG OROANISAS] DAN

TATA KERJA DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAL |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupatl ini yvang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kabupatlen adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagal unsur
penvelenggara pemerintaban daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

~1 2 en

10.

menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian hegara dan penyelenggara pemerintahan daerah
untuk melindungt, melayani, memberdavakan dan
menvejahterakan masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah dalam penyelenggaraan wrusan pemerintahan yang
menjacdi kewenangan daerah Kabupaten Indrarnayu

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Bupati adalali Bupati Indramayu.

Bekretaris Deersh yang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas 1 (satu] Sekretariat
dan paling banyak 4 (empaf} Bidang dengan tambahan 1 (satu)
Bidang sesuaj ketentuan dan Sekretariat terdiri atas paling banyak
3 (tiga) Sub Bagian.

Dinas adalaih Dings Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu.

Kepala adalah Kepala Dines Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Indramayu.
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(1}

Sekretariat adaiah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Indramayu.

Sekretaris adalah  Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Indramayu.

Bidang  adalah  Bidang pada Dinas  Pariwissita, Pemuda  dan
Olahraga Kabupaten Indramayu.

Kepala Bidang adaiah Kepala Bidang pada Dinas Parnwisata,
Permuda dan Olahragn Kabupaten Indramayu.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Parwisata, Pemuda
dan Qlahraga Kabuparten Indramayu.

Kepala Sulb Bagian adalah Kepala 3ub Bagian pads Dings
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten indramayu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnva disingkat UPTD
adalah unsur peladsana teknis pada Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang melaksamnakan kegiatan
teknis aperasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat vang berwenang untuk melaksanakan kepiatan vyang
sesual dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas Dhnas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Indramayu.

Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabaran
Pelaksana wang berwenang untuk melaksanaskan kegiatan yang
scaunl denpan profesinya dalam rangks mendukung kelancaran
tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten
Indramayu:

Tugas Pembantuan adalah penugasan darl pemerintah pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan
permneriniahan yang menijadi kewenangan pemeénniah pusat atay
dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian  urusan pemerintahan  vang
men jadi kewenangan daerah provinsi.

BAB [I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Hetludukan

Pasai 2

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintshan yang men jadi
kewernangan daerah di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan
olahraga.

Dinas dipimpin olh sevrang Kepala vang berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungss
Pasal 3

Dinas memputiyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang



pariwisata dan bidang kepemudaan dan clahraga.
@ Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat
(1}, Dinas mempunyai fungs:
a perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang
kepermuitaan dan olahraga,
b, pelaksanaan kebipakan df bidang pariwisata dan bidang
kepemnudaan dan clahraga:
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan
hidang kepemudaan dan olahraga;
d.  pelaksanaan administrasi Dinas d bidang panwisata dan
bidang kepemudaan dan olahraga;
e, pelaksanaan pengelolaan UPTLK
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

e

BAB 1
QORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pagal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari:

a. Pimpinan adalahk Kepala;

b, Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagiamn

¢. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kelompok Jahatan
Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(i} Dinas adalah Dinas Tipe A
{3 Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdin dari:
a Kepala
h Sekretaniat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2 Sub Bagian Keuangan;
3 Kelompok Substansi Perencansan dan Evaluasi
c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan:
1. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
7. Kelompok Subaransi Pengembangan Kawasan Pariwieata;
3 Kelompok Substansi Pengembangan Industri Pariwisata.
d. Bidang Pemasaran Pariwisala, membawahkan :
1. Kelompok Substansi Strategi den Brand Pariwisata;
2. Kelompok Substansi Promosi Pariwisats;
32 Kelompok Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
1. Kelompok Substansi Riset, #dukasi, Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
2. Kelompok Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran;
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3. Kelompok Substansi Fasilitasi Hak Kekaysan Intelektual
dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
{. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda;
2. Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda;
3. Kclompok Substansi [nfrastruktur dan Kemitrasn Pernuda.
g Bidang Keolahragaan, membawahkan :
1. Kelompok Substansi Pembudayaen Olahraga;
2. Kelompok Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Kelompok Substansi Infrastruktur dan  Kemitraan
Ola hraga.
h UPTD.
i Ketpmpok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketipa
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan

mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di

bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala mempunyai fungs: :

a perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang
kepemudaan dan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan Dbidang
kepemudaan dan oiahraga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan
bidang kepemudaan dan olahraga,

d pelaksanaan administrasi Dinas di bidang panwisata dan
bidang kepemudaan dan olahraga;

e penyelenggaraan koordinasi. konsultasi dan kerjasama i

bidang pariwisata dan bidang kepemudran dan olahraga:

pelaksanaan pengelolaan UPTD;

g pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

fo |

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariar dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,
mengoordinasikan dan mengendslikan tugas-tugas di bidang
ymum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan

evaluasi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2, Sekretaris mempunyai ungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
rencana dan program kerja serita pengelolaan pelayanan
kesekretariatam

b. perumusan kebijakan tcknis dan pengoordinasian penyusunan
rencana dan program kena Dinas;

. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian

kinerja Dinas;

pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

penyelenggaraan  dan  pengelolean tata  usaha, kearsipan,

perpustakaan, kerumahtanggean, kepegawaian, keuangan dan
petrtengkapan,

penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan limgkup Dinas;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 1lugas pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Dinas;

i penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemenntahan,
laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban
Bupats

j.  pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;

k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait
dengan tigas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahhan :

a Sub Bagian Umum dan Kepegawaiar,

b Sub Bagian Keuangan,

c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

oo
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Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin olch scorang Kepala

Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan pergelolaan tata usaha,

kearsipan, perpustakaan, kehumasan. keprotokolan,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Drinas.

Untuk menvelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2}, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepepawaian mempunyal

fungsi:

a penviapan balizn penyusunan rencana dan program  kerja
operasional pengelolzan tata usaha, kearsipan. perpustakaan,
kehumasan, kepretokolan, kerumahitanggaan, kepegawaian
dan perlengkapan lingkup Dinas:

b pengelolaan iata usaha, kearsipan dan perpustakaan;

¢ penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan:

d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

e pengelolaan administrasi periengkapan;

{ pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

g penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi  pelayanan

akomodasi, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan dan
ketertiban;

h. pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan pengelolasn keuangan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat

(2), Kepala Sub Bagian Keutangan mempunyai fungse

a penyiapann behan penyusunan rencana dan program ketia
operasional pengelolaan keuangan Dinas;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintazn Pembayaran (SPP)
dan Burat Perintah Membavar [(SPM} Dinas;

d penelit'an pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan
surat pertanggungjawaban (SPJ} atau tanda bukti pengeluaran
Hang;

e. penyelenggaraan akuntansi den penyUsunan laporan keuangan
Dinas.

f. pelaksanaan fungst lain vang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 3
Bidang Destinasi dan Industni Pariwisata

Pasal 10

Bidang Destinasi dan industri Parwisata dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang.

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas

meloksanokan dan mengocrdinasikan penyelenggaraan

pengembangan daya tarik  wisata, pengembangan kawasan
pariwisata serta pengembangan industri pariwisata.

Untuk menvelenggarakan tugas sebagammana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Destinasi dan Indusiri Pariwisata mempunyai

fungsi

a perumusan kebijakan tekmis penyelenggaraan nengembangan
daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta
pengembangan indusiri pariwisata:

b. pelaksanhaan kebijakan feknis penvelenggaraan pengembangan
daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta
pengembangan industri pariwisata;

¢ pelaksanaan pengelolaan daya tarikk wisata, pengembangan
kawasan pariwisata serta pengem bangan industri pariwisata;

d pelaksanaan  pemantauan, analisis dan  pengendalian
penyelenggaraan pengembangar dava tarik wisata,
pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan
inglustri pariwisata;

e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi dan

kerjasama pengembangan daya tarik wAisata, pengembangan
kawasan pariwisara seria pengeémbangan industsi pariwisata

{. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan

pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan
pariwisata serta pengembangan industri parmisata;

g pelaksanasn fungsi lain yang dibedkan oleh Kepala terkait

dengan tugas ¢dan fungsinya.
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Bidang Destinasi dan Industn Pariwisata, membawahkan:
a. Kelompok Substansi Pengembangen Daya Tark Wisata;
b Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
¢. Kelompok Substansi Pengembangan [ndustri Pariwisata,

Paragraf 4
Bidang Pemasaran Parnwisata

Pasal 1}

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin cleh seorang Kepala

Bidang,

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai 1Ugas

melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

pengembangan strategl pemasaran dan brond pariwisata, promosi
pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

[2), Kepala Bidang Pemasaran Panwisata mempunyat fungsi:

a perumusan kebijakan teknis penvelenggaraan pengembangan
gtrategi pemasaran dan brand pariwisala, promoesi pariwisata
serta riset dan analisis data pariwisata

b, pelaksanaan kebijakan teknis penyelengpgarasn pengembangan
straregi pemasaran can brand pariwisata, promosi pariwisata
serta riset dan analisis data pariwisata;

¢. pelaksanaan pengelolaan strategi pemasaran dan  brand

pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data

pariwisata;

Pelaksanaan pengembangan potensi pasar kepariwisataan:

Pelaksanaan  idenutfikasi, Klasifikasi, pengumpulan scrta

pengolahan data panwisata;

[. pelaksanaan pemamauvan, analisis dan  pengendalian
penvelenggaraan pengembangan strategl pemasaran dan brand
pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data
pariwisata;

g pelaksanaan koordinasi sinkronisasi, fasilitasi. konsultasi dan
kerjasama  pengembangan  strategi  pemasaran dan  brand
pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data
pariwisata;

h. pelaksanaan evaluasi «an  pelaporan  penyelenggaraan
pengembangan strategi pemasaran dan brond parwisata,
promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait
dengan ugas dan fongsinva.

Bidang Destinast dan Industri Pariwisata, membawahkan :

# HKelompok Substansi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;

b Kelompok Substansl Promosi Pariwisala;

c. Kelompok Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi Kreatf

Ly

Pasal 12

(1} Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,



@

(3

Kepala Bidang Ekonomi Krealif mempunyai tugas melaksanakan

dan  mengoordinasikan  penyelenggaraan  riset,  edukasi

pengembangan sumber daya manusia dan  infrastruktur,
penyelenggaraun akses permedalan dan pemasaran scrta {asilitasi

Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lemhaga dan

wilayah di bidang pariwisaa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

a perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan riset, edukasi
pengembangan sumber daya manusia dan  infrastruktur,
penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran seta
fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar
lembaga dan wilayah di bidang panwisata;

b. pelaksanaan Kkebijakan teknis penyelenggaraan riset, edukasi
pengembangan sumber dava manusia dan  infrastruktur,
penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran  serta
fasilitasi Hak Kekasaan Intelektual dan hubungan amntar
lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;

c. penyediaan dan penyusunan kebutuhan zona kreatif sebagai
ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan
kreatif i daerah;

d pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber dava manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar:

e pelaksanaan  pemantauan, analisis dan  pengendalian
penyelenggaraan riset, edukasi pengembangen sumber daya
manusia dan  infrastrokiyr, penyelenggaraan = akses
permodalan  dan  pemasaran sevta fasilitasi Halk Kekayaan
intelektual dan hubungan amtar lembaga dan wilayah di
bidang pariwisasg,;

f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsuitasi dan
kerjasama penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan
sumber daya manusia dan infrastrukiur, penyelenggaraan
akses permodalan dan pemasaran serta  fasiitasi  Hak
Kekayaan Intelektual dan  hubungan antar lembaga dan
wilayah di bidang pariwisata;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan riset
edukasi pengembangan sumber daya manusia dan
infragtruktur, penvelengparaan akses permodalan  dan
pemasaran serta  fasilitasi Hak Kekayaan Intelekitual dan
hubungan antar lembaga dan wilmyvah di bidang pariwisata;

h. pelaksanaan fungst lain yang diberikan oleh Kepala terkait
tehgan tugas dan fungsinya.

Bidanpg Ekonomi Kreatif, membawahkan :

a Kelompok Substansi Riset, BEdukasi, Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan infrastruktur,

b. Kelompok Substansi Akses Permodalan dan Pema.saran:

c. Kelompok Substansi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan
Hubungan Antar Lembaga dan Wilarvah,

Paragraf 6
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

{1} Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.



(2

Kepale Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan dan

mengoordinasikan penvelenggaraan pemberdayaan dan

pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan
permnuda.

Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimak sud pada ayal

{2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. perumusan  kehijakan tfeknis penyelenggaraan pemberdayaan
dan pengembangan serta pengelolaan  infrastrukiur dan
kemitraan pemuda;

b. pelakeanaan kebijakan teknis penyelenggarasn pemberdayaan
dan pengembanpgan serta pengelolaan  infraseruktur dan
kemitraan pemuda;

c. pembinaan teknis  penyelenggaraan pemberdayaan  dan
pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan
pemuda;

d. pelaksanaan  pemantauan, analisis dan  pengendalian
penyelenggargan pemberdayaan dan pengembangan serta
pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan kerjasama
penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan seria
pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan
pemberdayaan dan  pengembangan  serta  pengelolaan
infi-astrukir dan kemitraan pemida;

g pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  penyelenggaraan
pemberdavaan dan  pengembangan  serta  pengelolaan
infrastruktur den kemitraan pemuda;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait
dengan tugas dan fungsinya.

i Bidang Kepemudaurn, membawshkan.

U
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a, Kelompok Substansi Pemberdayvaan Pemuds;
b. Kelompok Substansi Pengembangan Peruda;
c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Paragraf 7
Bidang Keolahragaan

Pasal 14

Bidang Keolahtagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bideng.

Kepala Bidang Keolahragaan mempunysai tugas melaksanakan dan

mengoordinasikan penyelenggaraan pembudayaan dan

peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastrukiur dan
kemitraan olabraga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada syat

(2), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

a perumusan kebijakan teknis penyslenggarean pembudayaan
dan peningkalzn prestasi  clahraga scrta pengelolaan
infrastruktur dan kemitraan colahrags;

b. pelaksanazan kebijgkan teknis penyelenggaraan pembudayaan
dan peningkatan prestasi olahraga seta  pengelolaan
infrastruktur dan kemitraan olahraga:

c. pembinaar  teknis  penyelenggaraan  pembudayaan  dan
peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastrukiur
dan kemitraan olahraga;
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d. pelaksanaan  pemantauan, analisis dan  pengendaban
penyelenggaraan pembudaysan dan peningkatan prestas
olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan  kemitraan
olahraga;

e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan kerjasama
penyelenggarsan pembudayaan dan peningkatan prestasi
olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan  kemitraan
olahraga;

f pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan
pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga seria
pengelofaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

g pelaksansan evaluasi dan  pelaporan  penyelenggaraan

pembudayaan dan  peningkatan prestasi olahraga  serta
pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait

dengan tugas dan {ungsinya.
Bidang Keolahragaan, membawahkan:
a. Kelompok Substansi Pembudayaan Olahraga:
b. Kelornpok Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga;
¢ Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Paragrafl 8
Unit Peleksana Teknis Daerah

Pasal 15

UPTD adalah unsur pelaksana  teknis  pada Dinas  yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Ketentuan lebik lanjut mengenai pembentukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tamm kerja UPTD sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1] diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jahatan Fungsional di ingkungan Dinas mempunyai
tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-
masmg.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh secrang tenaga fungsional senicr sebagai ketua
kelompok yang berada i bawah dan bertanggungiawab kepada
Kepala.

Ke]l:ompuk Jabatann Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub
Kelompok sesuai dengan  kebutuhan dan  masing-masing
dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

Dalam pelaksanaan rugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat
ditun juk Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator.



6) Sub Koordinator merupakan Pejsbat Fungsional hasil penyetaraan
jabatan yang melaksanakan tugas tambabhan selain melaksanakan
tugas ‘Utamanya sebagai Pepbat Fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

%) Jumlah tenaga fungsional ditemtukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kesja yang ada.

(i Pembinaarn terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
ketentuan peratiuran perundang-undangan.

Paragraf 10
Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 17

(1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas
koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan uraian {ungsi.

@ Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} memimpin sekelompok substansi Pejabat Fungsional dan
pelaksana dalam melaksanakan tugas.

@) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub
Koordinator Jabataiz Fungsional paling rendah  menduduki
Jabatan Fungsional Ahli Muda.

¥ Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud ayat (3}, maka Pejabat Fungsional Dengan Jenjang Ahli
Pertama atau Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang Penyelia
dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatar
fungsional.

5] Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jebatan fungsional
minimal dalam kurun waktu 1 ([satu) tahun sepanjang yang
bersangkutan tetap berkinera bak dan/atau tidak melakukan
pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

6) Dalam hal Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas
tambahan sebagal Sub Koordinator akan naik, pangkat diberikan
tambahan angka kredit 2% (dua pulub lima persen) dari Anghka
Kredit Kumylatil untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tingg
dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit
setelah mejaksanakan lugas tambahan sebagai Sub Koordinator
paling kurang dalam 1 (saty) tahun penilaian kinerja Jabatan
Fungsiunal.

(7 Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala melalur Surart
Tugas.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(] Setinp pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas masing-masing Wwajib menerapkan prinsip koordinass,
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integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun
horizontal, batk dalam lingkungan Dinas maupun dalam
hubungan dengan instansi lain.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem
pengendalian intern di lingkungan masirg- masing.

Sedap pimpinan samnan  Unit  organisasi  bertanggungjawab
mertimpin dan  mengoordinasikan bawahannya masing-masing
serta memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk beg
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajb mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penvimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan  satan  unit  organisasi  wajh melakukan
hubiingan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur
dan jenjang jabatan yang bherlaku secara vertikal maupun
horizontal

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit
organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan
organisas{ vang dipanghkunya.

Bagian Kedua
Petaporan

Pasal 19

Senap pimpinan satuan unit organisass wajib mengikuti dan
mematuhi  pewnjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasannyva serta menvampaikan laporan tepat waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi
dari bawehannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai
penyusunan laporan lehih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

Daiam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan
kepnda satuan unit organisasi lainnysz yang secara fungsional
mempinyai hubungan kerja.

Peraturan mengenai teknia laporan dan cara pcnyampaiannya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kctiga
Hal Mewakili

Pasal 20

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala
dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang
sesual dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Sekretaris atau HKepala Bidang berhalangan
menjalankan tugasnva, Sekretaris atau HKepala DBidang dapat
menunjuk salah scorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi atau
Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
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BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepala merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

Sekretaris merupakan jabatan eselon lila atauy jabatan
administratlor,

Kepala Bidang merupakan jabatan eselon b atau jabalan
administirator.

Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon Va atau Jabatan
Pengawas.

Pasal 22

Selain jabatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Dinas
terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Jumlzh dan jenis Jabetan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
schagaimana dimaksud pada ayat (1} ditentukan berdasarkan
analisis iabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 23

Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipit Negara
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administator dan Jabatan Pengawas pada Dinas
wajib memenuhi persyaratan kompetensi :

a ieknis;

b manajerial;

¢. sosial kultural.

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada awvat
{2), pegawai Aparatur Sipil Negara vang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengswas
pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a
diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis
fungsional dan pengalaman bekerja secera teknis vang dibukdkan
dengan sertifikasi.

Kompetensi mana jerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diukur dard tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau
mangjemen dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kulural sebagaimana dimaksud pada awat (2}
huruf ¢ divkur dar pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, sukl dan hudaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayal (3
antara lain kompetensi pengetahuan, aikap dan keterampilan yang
terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah
pusst dengan daerah, pémerintahan umum. pengelolaan



keuangan  daerah, urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah, hubungan pemeriniah daerah dengan DPRD
serta etika pemerintahan, vang dibuktikan dengan sertifikasi.

[8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan.

Pasal 24

(1] Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. .

{2 Kepaia diangkat dan diberhentikan cleh Bupati atas persetujuan
Gubernur dar pegawai Aparawr Sipil Negara setelah memenuht
svaral administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. _

i} Kepala berkewa jiban dan bertanggunmawa_h . :?falam
mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang
kepegawainn. ,

4 Ketentpan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bap v
PEMBIAYAAN

tasal 25

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
HRETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

iy Pada mazing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan
ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang  vang
dilaksanakan cleh salah satu Sub Koordinator.

2] Penetapan Svb  Koordinator  sebagai  pelaksana  fungsi
ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang scbhagarmana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupali ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayuy. dicabut dan
dinvatzkan tidak berlaku.



Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seliap worang mengetiahuinya, memermiabhkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam BSerita Daerah
Kahupaten [ndramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Mei 2022

.

1:1153’5_ INDRAMAYU,

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cep/Ttd
RINTQ WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 77
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